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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Kabupaten Cirebon sebagai sentra perikanan di Pantai Utara Jawa 
menghasilkan limbah perikanan dalam jumlah besar yang belum dikelola secara 
optimal. Kondisi ini menimbulkan dua permasalahan sekaligus pencemaran 
lingkungan pesisir dan hilangnya peluang ekonomi bagi masyarakat. 
Berdasarkan penelitian di 3 (tiga) desa pesisir (Desa Mertasinga, Desa 
Waruduwur, dan Desa Gebang Mekar), ditemukan bahwa masyarakat memiliki 
pemahaman yang baik tentang kearifan lokal dalam mengelola limbah 
perikanan, namun, pengetahuan tradisional ini belum terintegrasi dengan 
kebijakan pembangunan pemerintah daerah, sehingga potensi ekonomi hijau 
yang mentransformasi limbah perikanan belum termanfaatkan secara optimal. 

 Draft model kebijakan ini mengusung pendekatan terpadu yang 
menggabungkan (mengintegrasikan) kearifan lokal masyarakat pesisir, 
transformasi limbah perikanan dengan prinsip ekonomi hijau. Model ini dirancang 
untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui kerangka kerja 
yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas Kabupaten Cirebon. Tim 
peneliti dalam hal ini akademisi telah berupaya menggali informasi di lapangan 
dari masyarakat pesisir dan beberapa pengusaha limbah perikanan, sebagai 
dukungan teknis melalui analisis data hasil survey lapangan dan menggandeng 
unsur pemerintah daerah serta bersama-sama berdiskusi membuat rancangan 
model kebijakan. Kerangka model meliputi 5 ( lima) komponen utama (1) 
Instrumen kebijakan yang dipilih sesuai kebutuhan, mulai dari program dalam 
rencana pembangunan hingga peraturan formal, (2) Rencana aksi yang 
mengintegrasikan kegiatan lintas perangkat daerah dengan target yang realistis 
(3) Mekanisme koordinasi melalui kerjasama antara pemerintah, perguruan 
tinggi, dan pelaku usaha untuk memastikan keberlanjutan program, (4) Sistem 
pemantauan dan evaluasi yang transparan dan dapat dioperasikan dengan 
sumber daya yang tersedia (5) Manajemen risiko yang proaktif untuk 
mengantisipasi berbagai tantangan dalam implementasinya. Model ini bersifat 
terbuka untuk penyesuaian dan pengembangan lebih lanjut berdasarkan 
masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. 

 Penerapan model kebijakan ini diharapkan memberikan kontribusi pada 
pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui (1) Pengurangan beban 
pencemaran lingkungan di kawasan pesisir (2) Diversifikasi sumber pendapatan 
masyarakat pesisir melalui produk olahan limbah (3) Penguatan sektor usaha 
mikro kecil dan menengah di bidang pengolahan hasil perikanan (4) Peningkatan 
kualitas perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. 
Model ini juga sejalan dengan arahan pembangunan nasional yang menekankan 
ekonomi hijau sebagai strategi pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat 
memperkuat posisi Kabupaten Cirebon dalam program-program pembangunan 
tingkat provinsi dan nasional. 
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1. LATAR BELAKANG  

Kondisi Existing Pengelolaan Limbah Perikanan 

 Kabupaten Cirebon sebagai sentra perikanan Pantai Utara Jawa 

menghasilkan limbah perikanan dalam jumlah yang relatif berlimpah tetapi belum 

dikelola optimal. Kondisi ini menciptakan permasalahan ganda: degradasi 

kualitas lingkungan pesisir dan hilangnya peluang ekonomi yang dapat 

dimanfaatkan Masyarakat. Kondisi Existing Pengelolaan Limbah Perikanan 

Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis sebagai sentra perikanan di 

kawasan Pantai Utara Jawa dengan produksi hasil laut yang cukup besar. 

Namun, aktivitas perikanan ini menghasilkan limbah dalam berbagai bentuk, 

mulai dari tulang ikan, sisik, kulit, cangkang rajungan dan kerang, hingga air 

limbah dari proses pengolahan. Sebagian besar limbah ini belum dimanfaatkan 

secara optimal dan berpotensi mencemari lingkungan pesisir jika tidak dikelola 

dengan baik. Kondisi ini menciptakan permasalahan ganda: di satu sisi terjadi 

degradasi kualitas lingkungan pesisir, di sisi lain hilangnya peluang ekonomi 

yang sebenarnya dapat dimanfaatkan masyarakat. Limbah yang seharusnya 

bisa menjadi bahan baku produk bernilai ekonomi malah menjadi beban 

pengelolaan sampah daerah. Hasil penelitian terhadap 132 responden dari tiga 

desa pesisir (Mertasinga, Waruduwur, Gebang Mekar) menunjukkan kondisi 

transisi yang strategis: masyarakat memiliki modal sosial kearifan lokal yang 

kuat dan kesadaran tinggi terhadap potensi ekonomi limbah perikanan, namun 

masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi kebijakan dan 

transformasi teknis limbah.  

 

Potensi Kearifan Lokal yang Belum Optimal 

Masyarakat pesisir Cirebon sebenarnya memiliki tradisi pengolahan hasil 

laut yang telah diwariskan turun-temurun. Praktik pembuatan terasi, petis rebon, 

dan pemanfaatan cangkang untuk berbagai keperluan menunjukkan bahwa 

kearifan lokal dalam mengelola limbah perikanan sudah ada. 

Akan tetapi, pengembangan kearifan lokal ini menghadapi beberapa 

kendala. Mutu produk yang dihasilkan belum seragam karena belum ada standar 

proses yang jelas. Akses ke pasar yang lebih luas juga terbatas karena produk 
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belum memenuhi persyaratan untuk masuk ke jalur perdagangan formal. Selain 

itu, pengetahuan tradisional ini belum didokumentasikan dan dikembangkan 

secara sistematis. 

Tantangan Koordinasi Kelembagaan 

Pengelolaan limbah perikanan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Dinas Kelautan dan 

Perikanan menangani aspek teknis perikanan, Dinas Lingkungan Hidup 

mengurus pengendalian pencemaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

membina usaha pengolahan, dan Dinas Kesehatan mengawasi keamanan 

pangan. Namun, koordinasi antar-OPD dalam pengelolaan limbah perikanan 

belum berjalan secara terpadu. Data mengenai jumlah limbah yang dihasilkan, 

kapasitas pengolahan yang ada, dan dampak terhadap lingkungan belum 

terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan program-program yang 

dilaksanakan masing-masing OPD berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang 

optimal. 

 

Kebutuhan Akan Kerangka Kebijakan Terpadu 

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, diperlukan suatu kerangka kebijakan 

yang dapat mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Kerangka ini harus 

mampu mengintegrasikan kearifan lokal yang sudah ada dengan pendekatan 

pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan yang dibuat harus 

praktis dan dapat dilaksanakan dengan kapasitas yang dimiliki daerah saat ini. 

Yang dibutuhkan bukan hanya sekedar peraturan tambahan, tetapi sistem yang 

dapat menyelaraskan berbagai program lintas-OPD, memberdayakan 

masyarakat berdasarkan kearifan lokal, dan menciptakan peluang ekonomi baru 

yang ramah lingkungan. Sistem ini harus sederhana dalam pelaksanaannya 

namun kuat dalam menghasilkan dampak positif bagi masyarakat dan 

lingkungan. 

 

Temuan Kritis dari Penelitian  

 Analisis menggunakan pendekatan kuantitatif mengungkap fakta 

penting: kearifan lokal, ekonomi hijau, dan transformasi limbah tidak dapat 
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langsung menghasilkan produk ekonomis tanpa melalui model kebijakan 

terintegrasi sebagai mediator. Hal ini membuktikan bahwa koordinasi dan 

integrasi adalah kunci keberhasilan program pengelolaan limbah perikanan. 

Profil responden menunjukkan kondisi yang mendukung terhadap implementasi 

terhadap model kebijakan yaitu: 42,42% pengusaha, secara khusus 49,24% 

fokus pada limbah rajungan, dan mayoritas responden berada di usia produktif 

dengan pengalaman usaha 1-10 tahun. Komposisi ini memberikan fondasi solid 

untuk pengembangan program. 

 

2. Rumusan Masalah 

Secara umum masalah yang ada di lapangan adalah “Bagaimana 

mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat pesisir Cirebon dalam kerangka 

kebijakan ekonomi hijau untuk mengubah limbah perikanan menjadi peluang 

ekonomi yang berkelanjutan?”, Secara spesifik permasalahan mencakup:  

1) Belum terintegrasinya praktik kearifan lokal dalam kebijakan ekonomi 

hijau secara formal, 

2) Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan limbah,  

3) Terbatasnya sistem insentif untuk mendorong partisipasi masyarakat, dan 

4) Belum terintegrasinya program pengelolaan limbah dalam sistem 

perencanaan pembangunan daerah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama yang dihadapi 

adalah: "Bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat pesisir Cirebon 

dalam kerangka kebijakan daerah untuk mengubah limbah perikanan menjadi 

peluang ekonomi yang berkelanjutan?" 

 

3. LANDASAN HUKUM  

Dasar Hukum Penyusunan 

Penyusunan model kebijakan pengelolaan limbah perikanan berbasis 

kearifan lokal ini didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Landasan hukum ini 

memberikan legitimasi dan kerangka kerja bagi implementasi kebijakan di tingkat 

kabupaten. 
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Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

• Pasal 33 ayat (3) tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan 

kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat 

• Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 

• Pasal 6 ayat (1) tentang pengelolaan perikanan untuk kemakmuran rakyat  

• Pasal 54 tentang pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan  

• Pasal 55 tentang pengembangan kawasan perikanan 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

• Pasal 13 tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup 

• Pasal 19 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

• Pasal 65 tentang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

• Pasal 12 tentang kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan 

sampah  

• Pasal 28 tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 

• Pasal 29 tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

• Pasal 7 tentang pemberdayaan UMKM oleh pemerintah dan pemerintah 

daerah 

• Pasal 17 tentang pengembangan usaha dalam bentuk pembinaan dan 

pengembangan 

Peraturan Pemerintah 

PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan 

Perikanan 

• Pasal 128 tentang pengelolaan limbah kegiatan perikanan 
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• Pasal 230 tentang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau 

kecil 

• Pasal 283 tentang kerjasama pengelolaan sumber daya kelautan dan 

perikanan 

PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

• Pasal 212 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 

• Pasal 398 tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

 

Peraturan Menteri 

Permen KP No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Cara Pengolahan Ikan yang Baik 

• Ketentuan tentang pengolahan hasil perikanan dengan prinsip ekonomi 

sirkular 

• Standar pengolahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 

• Permen LHK No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Non-B3 

• Pasal 3 tentang prinsip pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur 

ulang  

• Pasal 15 tentang pemanfaatan limbah untuk kepentingan ekonomi 

 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Perda Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

• Pasal 45 tentang pengendalian pencemaran air  

• Pasal 72 tentang pengelolaan limbah 

Perda Jawa Barat No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil 

• Ketentuan tentang pemanfaatan ruang pesisir untuk kegiatan ekonomi 

berkelanjutan 

• Arahan pengembangan kawasan minapolitan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 

Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah 2019-2039 

• Pasal 28 tentang arahan pengembangan kawasan pesisir  

• Pasal 45 tentang kawasan strategis ekonomi 

Perda Kabupaten Cirebon terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup 

• Ketentuan tentang pengendalian pencemaran di wilayah pesisir 

• Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

 

Kebijakan Strategis Nasional 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 

• Prioritas pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru  

• Penguatan daya saing UMKM berbasis kearifan lokal 

Asta Cita Presiden Prabowo Subianto 

• Poin 2: Penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru 

• Poin 8: Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan dan 

budaya 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

• SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 

• SDG 14: Kehidupan Bawah Air 

• SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 

 

Kewenangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Kabupaten Cirebon memiliki kewenangan yang cukup luas dan relevan untuk 

mengimplementasikan model kebijakan pengelolaan limbah perikanan berbasis 

kearifan lokal. Kewenangan ini mencakup tiga bidang utama yang saling 

mendukung pencapaian tujuan program. 

Dalam bidang kelautan dan perikanan, kabupaten memiliki kewenangan 

strategis untuk mengelola perikanan dalam wilayah laut hingga 4 mil dari garis 

pantai, yang mencakup sebagian besar aktivitas perikanan yang menghasilkan 

limbah. Kewenangan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil 
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memberikan dasar hukum yang kuat untuk program-program peningkatan 

kapasitas dan diversifkasi usaha. Selain itu, pengelolaan tempat pelelangan ikan 

tingkat kabupaten memungkinkan integrasi program pengelolaan limbah 

langsung di sumber timbulnya. 

Kewenangan di bidang lingkungan hidup semakin memperkuat landasan 

implementasi program. Kabupaten berwenang melakukan pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam skala kabupaten, yang 

sangat relevan dengan upaya mengurangi dampak negatif limbah perikanan. 

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kabupaten 

memberikan framework untuk memastikan proses pengolahan limbah dilakukan 

dengan aman. Kewenangan rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam 

mendukung aspek keberlanjutan lingkungan dari program. 

Bidang pemberdayaan masyarakat melengkapi kewenangan yang 

diperlukan untuk implementasi program yang partisipatif. Kewenangan 

pemberdayaan masyarakat tingkat kabupaten memungkinkan pendekatan 

bottom-up yang mengintegrasikan kearifan lokal. Pengembangan ekonomi 

kreatif dan kearifan lokal memberikan payung hukum untuk inovasi produk 

berbasis limbah perikanan. Sementara fasilitasi pengembangan UMKM 

mendukung aspek komersial dan keberlanjutan ekonomi program. 

Kombinasi ketiga bidang kewenangan ini menciptakan ekosistem regulasi 

yang mendukung implementasi model kebijakan secara komprehensif. 

Kabupaten tidak perlu bergantung pada kewenangan tingkat yang lebih tinggi 

untuk aspek-aspek operasional utama program, sehingga implementasi dapat 

dilakukan dengan fleksibilitas dan responsivitas yang optimal terhadap kondisi 

lokal. 

 

4. Ruang Lingkup Kebijakan 

Ruang Lingkup Geografis 

Model kebijakan ini berlaku untuk seluruh wilayah pesisir Kabupaten 

Cirebon yang memiliki aktivitas perikanan dan menghasilkan limbah perikanan. 

Secara spesifk, implementasi difokuskan pada kawasan pesisir dengan 

karakteristik sebagai wilayah pesisir yang memiliki aktivitas penangkapan ikan, 
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budidaya perikanan, atau pengolahan hasil perikanan dalam skala rumah tangga 

hingga usaha kecil dan menengah. Kawasan ini mencakup desa-desa pesisir 

yang secara tradisional mengandalkan sektor perikanan sebagai sumber mata 

pencaharian utama masyarakatnya. Area implementasi prioritas meliputi wilayah 

yang sudah memiliki kelompok usaha perikanan aktif, akses transportasi yang 

memadai untuk distribusi produk, dan dukungan infrastruktur dasar seperti listrik 

dan air bersih. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan aspek praktis 

implementasi agar program dapat berjalan efektif sejak tahap awal. 

Model kebijakan ini juga dapat diadaptasi untuk kawasan pesisir lain di 

Indonesia yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang serupa 

dengan kondisi pesisir Cirebon. Fleksibilitas adaptasi menjadi pertimbangan 

penting dalam penyusunan model ini. 

 

Ruang Lingkup Substantif 

Secara substansi, kebijakan ini mencakup aspek - aspek yang saling 

terkait dalam pengelolaan limbah perikanan berbasis kearifan lokal. Lingkup 

materi meliputi pengembangan teknologi pengolahan sederhana yang dapat 

diterapkan dengan kapasitas masyarakat existing, sistem pembinaan dan 

pendampingan yang berkelanjutan, serta mekanisme pemasaran yang dapat 

diakses pelaku usaha mikro dan kecil. 

Kebijakan ini juga mengatur aspek kelembagaan yang diperlukan untuk 

koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah, mekanisme partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program, serta sistem monitoring 

yang dapat dioperasikan dengan sumber daya yang tersedia di tingkat 

kabupaten. 

Ruang lingkup juga mencakup pengembangan produk olahan limbah 

yang memiliki prospek pasar, baik untuk konsumsi lokal maupun distribusi ke 

wilayah yang lebih luas. Namun, ekspektasi pasar disesuaikan dengan realitas 

kemampuan produksi dan kualitas yang dapat dicapai kelompok usaha mikro 

dan kecil. 
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Sasaran Penerima Manfaat 

Model Kebijakan ini dirancang untuk memberikan manfaat kepada 

kelompok masyarakat  yang memiliki kepentingan langsung terhadap 

pengelolaan limbah perikanan, khususnya pelaku usaha perikanan skala mikro 

dan kecil yang selama ini belum memanfaatkan limbah secara optimal. 

Kelompok sasaran juga mencakup kelompok masyarakat pesisir yang memiliki 

pengetahuan tradisional tentang pengolahan hasil laut namun memerlukan 

dukungan untuk mengembangkan usaha berbasis limbah perikanan yang 

selama ini aktivitas pengolahan ikan masih secara tradisional. 

Model kebijakan akan memberi manfaat tidak langsung kepada 

masyarakat pesisir secara umum melalui pengurangan pencemaran lingkungan 

akibat pembuangan limbah yang tidak terkendali. Dampak positifnya terhadap 

kualitas lingkungan pesisir akan dirasakan oleh seluruh komunitas yang tinggal 

di kawasan tersebut. 

 

Batasan Rancangan Model 

Batasan Teknis 

Model kebijakan ini memiliki batasan teknis yang perlu dipahami sejak 

awal untuk mengelola ekspektasi semua pihak. Teknologi pengolahan yang 

direkomendasikan terbatas pada yang dapat dikuasai dan dioperasikan oleh 

masyarakat pesisir dengan tingkat pendidikan dan keterampilan existing. Hal ini 

berarti tidak semua jenis limbah dapat diolah dengan hasil yang optimal. 

Kapasitas produksi juga terbatas pada skala usaha mikro dan kecil yang 

sesuai dengan kemampuan permodalan dan manajemen kelompok usaha 

masyarakat. Pengembangan ke skala yang lebih besar memerlukan investasi 

dan keterampilan tambahan yang mungkin tidak tersedia dalam jangka pendek. 

Kualitas produk yang dihasilkan mungkin belum dapat menyamai standar 

industri besar, namun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal dan 

regional. Peningkatan kualitas akan dilakukan secara bertahap seiring dengan 

pengembangan kapasitas masyarakat. 
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Batasan Ekonomi 

Dari segi ekonomi, model kebijakan ini memiliki keterbatasan dalam hal 

akses pasar yang masih tergantung pada kemampuan jaringan pemasaran yang 

ada. Tidak semua produk yang dihasilkan dapat langsung menembus pasar yang 

lebih luas tanpa dukungan promosi dan distribusi yang memadai. 

Modal kerja yang tersedia untuk kelompok usaha umumnya terbatas, 

sehingga pengembangan usaha harus dilakukan secara bertahap dan tidak 

dapat dipaksakan dalam waktu singkat. Fluktuasi harga bahan baku dan produk 

jadi juga dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha. 

Margin keuntungan dari produk olahan limbah mungkin tidak sebesar 

produk utama perikanan, namun dapat memberikan kontribusi tambahan yang 

berarti bagi pendapatan keluarga nelayan dan pengolah ikan. Ekspektasi 

pendapatan harus realistis dan disesuaikan dengan kondisi pasar.  

 

Batasan Kelembagaan 

Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam hal sumber daya 

manusia dan anggaran untuk program pendampingan memiliki keterbatasan 

yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan implementasi. Tidak semua 

aspek program dapat dilaksanakan secara intensif di semua lokasi secara 

bersamaan. 

Koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah memerlukan waktu dan 

proses pembelajaran yang tidak dapat dipaksakan. Setiap OPD memiliki prioritas 

dan beban kerja sendiri yang perlu diselaraskan dengan program pengelolaan 

limbah perikanan. 

Keberlanjutan model kebijakan sangat bergantung pada komitmen jangka 

panjang dari pimpinan daerah dan kemampuan melembagakan rancangan 

kebijakan dalam sistem kerja rutin pemerintah daerah, untuk dilanjutkan dengan 

Rencana Aksi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah hingga Peraturan Daerah.   
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5. TUJUAN KEBIJAKAN  

Tujuan Umum 

Mengembangkan model kebijakan ekonomi hijau berbasis kearifan lokal 

yang dapat mengubah paradigma masyarakat dari memandang limbah perikanan 

sebagai masalah menjadi peluang ekonomi berkelanjutan. Model kebijakan 

pengelolaan limbah perikanan berbasis kearifan lokal ini bertujuan menciptakan 

sistem pengelolaan yang berkelanjutan dengan menggabungkan wisdom 

tradisional masyarakat pesisir dan prinsip ekonomi hijau. Visi besar program ini 

adalah mengubah paradigma masyarakat dari memandang limbah perikanan 

sebagai masalah menjadi melihatnya sebagai peluang ekonomi yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan sambil menjaga kelestarian lingkungan. 

Program ini dirancang tidak hanya untuk mengatasi permasalahan 

pencemaran akibat limbah perikanan, tetapi juga untuk memberdayakan 

masyarakat pesisir agar memiliki sumber pendapatan alternatif yang lebih 

beragam dan resilient terhadap perubahan kondisi eksternal. Pendekatan yang 

mengintegrasikan kearifan lokal memastikan program dapat diterima dan 

dikembangkan oleh masyarakat secara organik, bukan sekadar program top-

down yang sulit berkelanjutan. 

Model kebijakan pengelolaan limbah perikanan berbasis kearifan lokal ini 

bertujuan menciptakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan dengan 

menggabungkan wisdom tradisional masyarakat pesisir dan prinsip ekonomi 

hijau. Visi besar program ini adalah mengubah paradigma masyarakat dari 

memandang limbah perikanan sebagai masalah menjadi melihatnya sebagai 

peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sambil menjaga 

kelestarian lingkungan. 

Program ini dirancang tidak hanya untuk mengatasi permasalahan 

pencemaran akibat limbah perikanan, tetapi juga untuk memberdayakan 

masyarakat pesisir agar memiliki sumber pendapatan alternatif yang lebih 

beragam dan resilient terhadap perubahan kondisi eksternal. Pendekatan yang 

mengintegrasikan kearifan lokal memastikan program dapat diterima dan 

dikembangkan oleh masyarakat secara organik, bukan sekadar program top-

down yang sulit berkelanjutan. 
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Mengembangkan model kebijakan ekonomi hijau berbasis kearifan lokal 

yang dapat mengubah paradigma masyarakat dari memandang limbah 

perikanan sebagai masalah menjadi peluang ekonomi berkelanjutan. 

Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan tingkat pemanfaatan limbah perikanan melalui 

pengembangan teknologi tepat guna sesuai kearifan lokal 

2. Memperkuat kapasitas usaha mikro-kecil di bidang pengolahan limbah 

perikanan 

3. Mengembangkan produk olahan yang memenuhi standar mutu dengan 

memadukan teknik tradisional dan perbaikan proses 

4. Mengurangi volume limbah yang dibuang ke lingkungan tanpa 

pengolahan 

5. Membangun sistem koordinasi yang memastikan integrasi semua 

komponen program 

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima tujuan khusus yang 

dapat diukur dan dicapai secara bertahap. Pertama, meningkatkan tingkat 

pemanfaatan limbah perikanan melalui pengembangan teknologi tepat guna 

yang sesuai dengan kapasitas dan kearifan lokal masyarakat. Target 

peningkatan akan disesuaikan dengan hasil pemetaan kondisi awal di masing-

masing wilayah pesisir. 

Kedua, memperkuat kapasitas usaha mikro kecil dan menengah di bidang 

pengolahan limbah perikanan melalui program pembinaan yang komprehensif. 

Program ini mencakup peningkatan kualitas produk, standardisasi proses 

produksi, dan pendampingan untuk memperoleh sertifikasi yang diperlukan 

dalam memasuki pasar formal. Ketiga, mengembangkan produk olahan limbah 

perikanan yang memenuhi standar mutu dan dapat diterima pasar dengan 

memadukan teknik tradisional yang sudah ada dengan perbaikan proses sesuai 

standar keamanan pangan. 

Keempat, mengurangi volume limbah perikanan yang dibuang ke 

lingkungan tanpa pengolahan melalui sistem pengumpulan dan pemanfaatan 

yang lebih efektif. Kelima, membangun sistem pemantauan dan pelaporan yang 
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transparan untuk memastikan akuntabilitas program kepada publik dan 

keberlanjutan dalam jangka panjang. 

 

Kerangka Indikator Kinerja Terintegrasi 

Pencapaian tujuan-tujuan di atas akan diukur melalui sistem indikator 

yang terintegrasi dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. 

Kerangka indikator dirancang untuk mencerminkan tiga aspek utama yang saling 

terkait: dampak lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan kualitas tata kelola 

program. 

Indikator dampak lingkungan meliputi persentase pengurangan limbah 

perikanan yang masuk ke tempat pembuangan akhir, volume limbah yang 

berhasil dimanfaatkan per periode, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

perbaikan kebersihan lingkungan pesisir. Indikator ini memberikan gambaran 

tentang efektivitas program dalam mengatasi permasalahan pencemaran yang 

menjadi latar belakang utama program. 

Indikator pemberdayaan ekonomi mencakup jumlah unit usaha yang 

mengikuti program pembinaan secara aktif, jumlah produk yang memperoleh 

sertifkasi resmi seperti PIRT dan halal, serta peningkatan pendapatan rata-rata 

pelaku usaha yang terlibat dalam program. Indikator ini menunjukkan kontribusi 

program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Indikator kualitas tata kelola program meliputi frekuensi koordinasi lintas 

Organisasi Perangkat Daerah, tingkat partisipasi pemangku kepentingan dalam 

forum koordinasi, ketepatan waktu pelaporan data, dan jumlah rekomendasi 

perbaikan yang berhasil diimplementasikan. Indikator ini memastikan program 

berjalan dengan governance yang baik dan accountable. 

 

6. DESAIN MODEL KEBIJAKAN  

Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan limbah perikanan yang 

kompleks, model kebijakan ini menggunakan pendekatan tiga komponen yang 

dirancang saling melengkapi. Setiap komponen memiliki peran spesifik, namun 

semua bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Peraturan Bupati 

tentang Pengelolaan Limbah Perikanan Berbasis Kearifan Lokal. Peraturan ini 
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akan menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian bagi semua pihak yang 

terlibat dalam program.  

Dari segi hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati tepat 

digunakan untuk mengatur aspek teknis operasional program yang tidak 

memerlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah. Secara prosedural, Peraturan 

Bupati dapat ditetapkan tanpa melalui proses persetujuan DPRD, sehingga 

tahapan implementasi dapat dimulai lebih cepat setelah proses internal 

pemerintah daerah selesai. 

Peraturan ini akan mengatur hal-hal dasar yang dibutuhkan di lapangan: 

• Penjelasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan limbah 

perikanan, kearifan lokal, dan ekonomi hijau dalam konteks Kabupaten 

Cirebon 

• Pembagian tugas yang tegas antar dinas dan badan daerah, sehingga 

tidak ada yang bingung siapa yang bertanggung jawab atas apa 

• Standar minimum untuk pengolahan limbah yang aman, baik untuk 

kesehatan masyarakat maupun lingkungan 

• Bentuk-bentuk dukungan yang bisa diberikan pemerintah daerah kepada 

masyarakat yang mau berpartisipasi, seperti kemudahan urusan perizinan 

atau bantuan peralatan 

Peraturan ini juga diupayakan menetapkan sistem pemantauan dan 

evaluasi yang dapat diintegrasikan dengan mekanisme pelaporan rutin yang 

sudah ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. 

Rencana Aksi Daerah 2026-2030 yang berfungsi sebagai panduan 

operasional untuk implementasi kebijakan selama lima tahun. Dokumen ini akan 

menjembatani antara ketentuan umum dalam Peraturan Bupati dengan program-

program konkret yang dapat dilaksanakan di lapangan. 

Rencana Aksi Daerah akan berisi: 

• Gambaran kondisi saat ini berdasarkan data yang sudah ada tentang 

berapa banyak limbah yang dihasilkan, siapa saja yang sudah mengolah 

limbah, dan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat pesisir 
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• Program-program spesifk dengan jadwal yang jelas, misalnya tahun 

pertama fokus pada pelatihan, tahun kedua pada pengembangan produk, 

dan seterusnya 

• Target yang bisa dicapai dengan sumber daya yang tersedia, tidak terlalu 

muluk tetapi juga cukup menantang untuk mendorong kemajuan 

• Rencana pendanaan yang realistis, dengan mempertimbangkan berbagai 

sumber dana yang mungkin bisa dimanfaatkan 

Salah satu karakteristik penting Rencana Aksi Daerah adalah feksibilitas 

untuk penyesuaian melalui mekanisme evaluasi tahunan yang memungkinkan 

adaptasi terhadap perubahan kondisi atau hasil pembelajaran dari implementasi. 

Forum Kemitraan Tiga Pihak yang akan dibentuk dengan Surat 

Keputusan Bupati. Forum ini dirancang untuk menjadi wadah koordinasi antara 

pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha serta komunitas. Pemilihan 

format tiga pihak didasarkan pada komplementaritas peran masing-masing: 

• Pemerintah daerah menyediakan kerangka regulasi, fasilitas publik, dan 

koordinasi lintas sektor 

• Perguruan tinggi memberikan dukungan penelitian, pengembangan 

teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

• Pelaku usaha dan komunitas menjadi implementor dengan pengetahuan 

praktis tentang kondisi lapangan dan kebutuhan riil masyarakat 
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DIAGRAM ALUR MODEL KEBIJAKAN 

 

Diagram menunjukkan bahwa koordinasi terintegrasi adalah kunci mediator 

berdasarkan temuan penelitian 

 

DESKRIPSI DIAGRAM ALUR MODEL KEBIJAKAN 

INPUT 

1. Kearifan Lokal Pesisir 

Kearifan lokal (local wisdom) merupakan nilai, norma, dan praktik 

tradisional yang diwariskan turun-temurun dan berperan dalam menjaga 

keseimbangan antara manusia dan lingkungan (Suryawati et al., 2020). Dalam 

konteks pesisir, kearifan lokal seringkali terwujud dalam praktik-praktik 

tradisional seperti sistem penangkapan ikan, ritual adat, maupun pengelolaan 

ekosistem yang berorientasi pada keberlanjutan. Di Cirebon, tradisi nadran 

menjadi salah satu simbol kearifan lokal masyarakat pesisir yang memadukan 

aspek spiritual, sosial, dan ekologi (Hadid & Surtikanti, 2024).  

Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga 

menjadi instrumen ekologis dalam mengelola sumber daya perikanan secara 

berkelanjutan (Rahman et al., 2021). Integrasi kearifan lokal dalam kebijakan 

ekonomi hijau memungkinkan terciptanya pendekatan pembangunan yang 

kontekstual, partisipatif, dan lebih diterima oleh masyarakat. Kearifan lokal dalam 
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perikanan merupakan akumulasi pengetahuan, nilai, dan praktik masyarakat 

yang diwariskan turun-temurun untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. 

Teori-teori yang mendasari antara lain: 

1. Teori Cultural Ecology (Steward, 1955) – menjelaskan hubungan timbal balik 

antara budaya lokal dengan lingkungan alam, termasuk adaptasi masyarakat 

pesisir terhadap sumber daya laut dan praktik lokal dalam pengelolaan limbah 

perikanan terbentuk dari interaksi masyarakat dengan lingkungannya. 

2. Teori Partisipasi Komunitas (Arnstein, 1969): menjelaskan bahwa kearifan 

lokal hanya efektif bila partisipasi masyarakat ditempatkan pada tingkat 

kolaborasi nyata dalam kebijakan perikanan. 

3. Teori Common Pool Resources (Ostrom, 1990) – menekankan bahwa 

sumber daya perikanan sebagai common property dapat dikelola secara 

berkelanjutan melalui aturan lokal dan norma social serta menjelaskan 

bagaimana masyarakat lokal mengelola sumber daya perikanan secara 

kolektif dengan aturan informal berbasis kearifan lokal. 

4. Teori Sustainable Livelihoods (Chambers & Conway, 1992) – menekankan 

bahwa kearifan lokal menjadi bagian dari strategi masyarakat dalam menjaga 

sumber daya dan mata pencaharian berkelanjutan. 

5. Teori Social Capital (Putnam, 2000) – menekankan pentingnya kepercayaan, 

norma, dan jaringan sosial dalam menopang keberlanjutan praktik perikanan 

berbasis tradisi. 

6. Teori Adaptasi Sosial (Adger, 2003): kearifan lokal merupakan hasil adaptasi 

masyarakat pesisir terhadap dinamika lingkungan dan sosial-ekonomi. 

7. Teori Adaptive Co-Management (Folke et al., 2005) – mengintegrasikan 

kearifan lokal dengan kebijakan formal untuk menciptakan tata kelola 

perikanan yang adaptif. 

Studi terdahulu menunjukkan bahwa kearifan lokal berperan penting 

dalam menjaga keberlanjutan perikanan tradisional serta memperkuat ketahanan 

sosial-ekonomi masyarakat (Marlianingrum et al., 2025). Lebih jauh, integrasi 

kearifan lokal dalam perumusan kebijakan perikanan terbukti mampu 

meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong terbentuknya regulasi 

yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal (Yuliana et al., 2023). 
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Bentuk konkret kearifan lokal meliputi teknik-teknik tradisional pengolahan 

ikan seperti pembuatan terasi, petis, ikan asin, dan produk olahan lainnya yang 

menggunakan seluruh bagian ikan termasuk yang biasanya dianggap limbah. 

Termasuk juga pengetahuan tentang waktu dan cara pengolahan yang tepat 

berdasarkan musim dan kondisi cuaca. Kearifan lokal juga mencakup sistem 

gotong royong dan pembagian kerja dalam komunitas pesisir, pengetahuan 

tentang pelestarian kualitas lingkungan pesisir, serta nilai-nilai yang menghargai 

efsiensi pemanfaatan sumber daya. Aspek-aspek ini menjadi modal sosial yang 

penting untuk pengembangan program pengelolaan limbah. 

 

2. Kebijakan Ekonomi Hijau 

Ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan yang menekankan 

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan 

kesejahteraan sosial. Konsep ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang 

rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta inklusif secara 

sosial (UNEP, 2021). Dalam konteks perikanan, ekonomi hijau mencakup 

strategi pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, pengurangan 

limbah, serta penciptaan inovasi produk yang ramah lingkungan (Adams & 

Rosato, 2020). 

Penerapan ekonomi hijau di sektor kelautan dan perikanan sangat relevan 

untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), 

khususnya tujuan 12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan) serta tujuan 14 

(ekosistem laut). Oleh karena itu, pendekatan ini dipandang sebagai kerangka 

penting dalam mendorong transformasi limbah perikanan menjadi produk bernilai 

tambah. 

Ekonomi hijau menekankan pembangunan ekonomi yang ramah 

lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan. Beberapa teori yang relevan meliputi : 

1. Teori Sustainable Development (Brundtland, 1987) – menekankan 

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan 

keadilan sosial. 
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2. Teori Ecological Modernization (Mol & Sonnenfeld, 2000) – menekankan 

bahwa inovasi teknologi dan regulasi dapat menjadikan ekonomi lebih ramah 

lingkungan. 

3. Teori Green Growth (OECD, 2011) – menekankan pertumbuhan ekonomi 

yang mengurangi emisi, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan 

menciptakan lapangan kerja hijau. 

4. Teori Degrowth (Kallis, 2011) – mengkritisi pertumbuhan ekonomi tak 

terbatas dan menekankan gaya hidup serta konsumsi yang berkelanjutan. 

5. Teori Doughnut Economics (Raworth, 2017): pembangunan ekonomi harus 

menjaga keseimbangan antara kebutuhan dasar manusia dan batas-batas 

ekologis. 

6. Teori Circular Economy (Geissdoerfer et al., 2017) – mendorong penggunaan 

kembali dan daur ulang limbah sebagai sumber daya ekonomi baru. 

Dalam sektor perikanan, penerapan ekonomi hijau mencakup upaya 

mengurangi jejak karbon produksi, mendorong circular economy melalui 

pemanfaatan limbah, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya 

(Mustaruddin et al., 2024). Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa 

pendekatan ekonomi hijau di sektor perikanan mampu meningkatkan 

pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing pasar produk 

perikanan (Pahlevi et al., 2025). 

Ekonomi hijau dalam konteks kebijakan ini diartikan sebagai pendekatan 

pembangunan ekonomi yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan keadilan sosial sambil mengurangi dampak negatif terhadap 

lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Pendekatan ini sangat relevan 

untuk pengelolaan limbah perikanan karena dapat mengubah masalah 

pencemaran menjadi peluang ekonomi. Prinsip ekonomi hijau yang diterapkan 

meliputi efsiensi penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan limbah 

sebagai bahan baku produk bernilai, pengurangan emisi dan pencemaran 

melalui pengolahan limbah yang tepat, serta penciptaan lapangan kerja hijau 

yang tidak merusak lingkungan. Pendekatan ini juga menekankan pada teknologi 

yang ramah lingkungan dan terjangkau bagi masyarakat. 
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Dalam praktiknya, ekonomi hijau berarti mengembangkan usaha yang 

memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat pesisir sambil menjaga 

kelestarian ekosistem laut dan pesisir. Hal ini sejalan dengan prinsip 

pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. 

 

3. Transformasi Limbah Perikanan 

Transformasi limbah perikanan merupakan proses mengolah limbah hasil 

produksi perikanan (kepala, sisik, tulang, cangkang kerang) menjadi produk 

bernilai ekonomi. Limbah yang sebelumnya menjadi beban lingkungan dapat 

diubah menjadi pakan alternatif, pupuk organik, tepung ikan, hingga kerajinan 

kreatif (DPR RI, 2025). 

Di Cirebon, terdapat potensi besar dalam pemanfaatan limbah perikanan. 

Beberapa usaha kecil telah memproduksi kerajinan berbasis cangkang kerang, 

namun masih terkendala dalam hal teknologi, pemasaran, dan dukungan 

kebijakan. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa transformasi limbah tidak 

hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada 

pengurangan polusi lingkungan dan peningkatan efisiensi ekonomi pesisir (Sari 

et al., 2022). 

Limbah perikanan, seperti sisik, tulang, kepala ikan, dan organ dalam, 

seringkali dianggap sebagai sisa yang tidak bernilai. Namun, penelitian terbaru 

menunjukkan bahwa limbah ini memiliki potensi besar untuk ditransformasi 

menjadi produk ekonomis, seperti pakan ternak, pupuk organik, gelatin, kolagen, 

hingga bioenergi (Putra & Nugroho, 2022). 

Pendekatan transformasi limbah sejalan dengan konsep circular 

economy, yaitu menciptakan siklus pemanfaatan sumber daya yang mengurangi 

limbah dan meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, pemanfaatan limbah 

perikanan tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga 

membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir (Nasution et al., 2021). 

Transformasi limbah perikanan mengacu pada pengolahan limbah 

menjadi produk bernilai tambah. Teori-teori yang relevan antara lain : 
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1. Teori Resource-Based View (Barney, 1991) – memandang limbah sebagai 

sumber daya strategis bila diolah menjadi produk bernilai ekonomis. 

2. Teori Industrial Ecology (Graedel & Allenby, 1995) – menjelaskan bahwa 

limbah dapat menjadi input bagi proses produksi lain (prinsip simbiosis 

industri). 

3. Teori Innovation Diffusion (Rogers, 2003) – menjelaskan bagaimana 

teknologi pengolahan limbah menyebar dan diadopsi oleh masyarakat atau 

industri. 

4. Teori Cleaner Production (UNEP, 2004) – menekankan pencegahan limbah 

di sumbernya melalui efisiensi produksi dan inovasi teknologi. 

5. Teori Waste Hierarchy (EU, 2008) – mengutamakan pencegahan, 

pengurangan, penggunaan ulang, daur ulang, dan baru kemudian 

pembuangan. 

6. Teori Zero Waste (Connett, 2013): mendorong pemanfaatan limbah secara 

penuh agar tidak ada yang terbuang. 

Dalam konteks kebijakan ini, limbah perikanan didefnisikan sebagai sisa 

atau produk sampingan dari kegiatan perikanan yang masih memiliki potensi nilai 

ekonomi namun belum dimanfaatkan secara optimal. Limbah ini meliputi bagian-

bagian yang biasanya dibuang dalam proses penangkapan, budidaya, atau 

pengolahan ikan. 

Secara konkret, limbah perikanan mencakup cangkang rajungan, kulit dan 

sisik ikan, tulang ikan, kepala dan ekor ikan, serta cangkang kerang dan moluska 

lainnya. Termasuk juga dalam kategori ini adalah air limbah dari proses 

pengolahan ikan (petis ikan) yang mengandung protein dan mineral namun 

biasanya langsung dibuang. 

Definisi ini membedakan limbah perikanan dengan sampah perikanan 

yang benar-benar tidak memiliki nilai ekonomi atau berpotensi mencemari 

lingkungan. Fokus kebijakan adalah pada limbah yang masih dapat diolah 

menjadi produk bernilai dengan teknologi sederhana yang dapat diakses 

masyarakat pesisir. 

Transformasi limbah dalam konteks kebijakan ini didefnisikan sebagai 

proses mengubah limbah perikanan dari kondisi awal yang berpotensi 
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mencemari lingkungan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan 

bermanfaat bagi masyarakat. Proses transformasi ini tidak hanya meliputi aspek 

teknis pengolahan, tetapi juga perubahan perspektif masyarakat terhadap 

limbah. Transformasi teknis meliputi proses pengolahan fisik, kimia, atau biologis 

yang mengubah karakteristik limbah menjadi produk baru. Hal ini dapat berupa 

pengeringan, fermentasi, penggilingan, atau proses lain yang dapat dilakukan 

dengan teknologi sederhana. Kualitas hasil transformasi harus memenuhi 

standar minimal untuk dapat dipasarkan. 

Transformasi sosial mencakup perubahan mindset masyarakat yang 

semula memandang limbah sebagai masalah menjadi melihatnya sebagai 

peluang ekonomi. Proses ini memerlukan edukasi, pendampingan, dan contoh 

sukses yang dapat menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

program pengelolaan limbah. 

 

PROSES 

Model Kebijakan Terintegrasi 

Model kebijakan terintegrasi menekankan perlunya kolaborasi antara 

berbagai aktor—pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha—untuk 

menciptakan kebijakan yang komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, 

kebijakan terintegrasi berfungsi sebagai variabel mediasi yang menghubungkan 

kearifan lokal, ekonomi hijau, dan transformasi limbah dengan penciptaan produk 

ekonomis. 

Pendekatan kebijakan yang terintegrasi diyakini mampu mengatasi 

kelemahan model sektoral yang sering menimbulkan tumpang tindih regulasi dan 

implementasi. Dengan adanya kebijakan yang bersifat integratif, maka 

pemanfaatan limbah perikanan dapat didorong melalui sinergi antar pemangku 

kepentingan (Adams & Rosato, 2020). 

Sebagai variabel mediasi, model kebijakan terintegrasi diperlukan untuk 

menghubungkan kearifan lokal, ekonomi hijau, dan transformasi limbah. Teori-

teori yang mendukung antara lain: 

1. Teori Good Governance (UNDP, 1997): model kebijakan harus melibatkan 

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. 
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2. Teori Institutional Fit (Young, 2002) – menjelaskan bahwa kebijakan harus 

sesuai dengan karakteristik sosial-ekologis lokal. 

3. Teori Multi-Level Governance (Hooghe & Marks, 2003) – menguraikan 

pentingnya koordinasi antarlevel pemerintahan (lokal, regional, nasional) 

dalam kebijakan. 

4. Teori Adaptive Governance (Folke et al., 2005): model kebijakan harus 

adaptif terhadap dinamika lingkungan dan sosial yang berubah. 

5. Teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008) – menekankan 

partisipasi multi-pihak dalam penyusunan kebijakan. 

6. Teori Adaptive Governance (Chaffin et al., 2014) – menekankan fleksibilitas 

kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan. 

7. Teori Policy Integration (Candel & Biesbroek, 2016) – menjelaskan 

pentingnya mengintegrasikan isu lintas sektor (lingkungan, ekonomi, sosial) 

dalam kebijakan. 

8. Teori Kebijakan Publik (Dye, 2017): kebijakan adalah apa yang pemerintah 

pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan, termasuk pengelolaan limbah 

perikanan. 

Kebijakan terintegrasi merupakan kerangka regulasi yang 

menggabungkan berbagai dimensi—ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi—

dalam satu sistem kebijakan yang sinergis. Dalam konteks penelitian ini, model 

kebijakan terintegrasi diposisikan sebagai variabel mediasi yang menjembatani 

hubungan antara kearifan lokal, ekonomi hijau, dan transformasi limbah 

perikanan terhadap penguatan produk ekonomis berbasis limbah. 

Literatur terbaru menegaskan bahwa kebijakan berbasis integrasi lokal 

mampu memperkuat keberlanjutan usaha perikanan, meningkatkan efisiensi 

pemanfaatan sumber daya, serta memperluas akses pasar bagi produk turunan 

perikanan (Rahmawati & Kurniawan, 2021). Oleh karena itu, kebijakan 

terintegrasi berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong terciptanya 

circular economy di wilayah pesisir. 

Model kebijakan terintegrasi merujuk pada pendekatan kebijakan yang 

menghubungkan berbagai aspek pengelolaan limbah perikanan dalam satu 

kerangka kerja yang koheren dan saling mendukung. Model ini mengakui bahwa 
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pengelolaan limbah tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan 

koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. 

Integrasi dalam model ini mencakup aspek regulasi yang memberikan 

kepastian hukum bagi pelaku usaha, aspek teknis yang menyediakan teknologi 

dan pendampingan yang dibutuhkan, aspek ekonomi yang memfasilitasi akses 

pasar dan permodalan, serta aspek sosial yang mempertimbangkan kearifan 

lokal dan partisipasi masyarakat. 

Model terintegrasi juga berarti adanya sinkronisasi antara program yang 

dilaksanakan berbagai Organisasi Perangkat Daerah, koordinasi dengan 

program pemerintah pusat dan provinsi, serta harmonisasi dengan inisiatif 

swasta dan masyarakat sipil. Pendekatan ini memastikan efsiensi penggunaan 

sumber daya dan mencegah duplikasi program. 

 

OUTPUT 

Produk Ekonomis Berbasis Limbah 

Produk ekonomis berbasis limbah merupakan hasil transformasi dari 

limbah perikanan menjadi komoditas yang memiliki nilai tambah dan layak 

dipasarkan. Contoh produk yang berkembang meliputi pupuk organik cair dari 

sisa ikan, pakan ikan alternatif, hingga produk kesehatan dan kosmetik berbahan 

kolagen ikan (Putra & Nugroho, 2022). 

Selain memberikan manfaat ekonomi, pengembangan produk ini juga 

berkontribusi pada pencapaian tujuan lingkungan melalui pengurangan limbah 

organik. Bagi masyarakat pesisir, produk ekonomis berbasis limbah membuka 

peluang usaha baru dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. 

Produk ekonomis berbasis limbah perikanan menjadi luaran akhir 

penelitian ini. Teori-teori pendukung meliputi: 

1. Teori Value Chain (Porter, 1985) – menjelaskan bagaimana limbah dapat 

diintegrasikan ke dalam rantai nilai untuk meningkatkan daya saing. 

2. Teori Social Entrepreneurship (Dees, 1998) – menekankan inovasi sosial 

dalam mengubah limbah menjadi produk yang memberikan manfaat ekonomi 

dan sosial. 
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3. Teori Market Creation (Prahalad, 2004): pasar baru dapat diciptakan dari 

limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai. 

4. Teori Blue Economy (Pauli, 2010) – menekankan pemanfaatan sumber daya 

laut secara inovatif untuk menghasilkan produk ramah lingkungan. 

5. Teori Inovasi Sosial (Moulaert et al., 2013): produk berbasis limbah bukan 

hanya bernilai ekonomi, tetapi juga solusi sosial dan lingkungan. 

6. Teori Sustainable Consumption and Production (UNEP, 2015) – menekankan 

produksi dan konsumsi produk berbasis limbah dengan prinsip keberlanjutan. 

7. Teori Market Acceptance (Kotler & Keller, 2016) – menjelaskan bahwa 

keberhasilan produk berbasis limbah bergantung pada penerimaan pasar. 

Studi terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan produk berbasis 

limbah berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan 

lapangan kerja baru, serta pengurangan ketergantungan pada sumber daya 

primer (Nugraha et al., 2023). Dengan demikian, penciptaan produk ekonomis 

berbasis limbah dapat dipandang sebagai indikator keberhasilan kebijakan 

terintegrasi berbasis kearifan lokal dan ekonomi hijau. 

Produk ekonomis yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah hasil olahan 

limbah perikanan yang memiliki nilai jual dan dapat memberikan pendapatan 

tambahan bagi masyarakat pesisir. Produk ini harus memenuhi beberapa kriteria 

praktis agar dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Kriteria produk ekonomis meliputi memiliki nilai jual yang layak 

dibandingkan dengan biaya produksi dan tenaga kerja yang dikeluarkan, dapat 

diproduksi dengan teknologi sederhana yang dapat dikuasai masyarakat pesisir, 

memiliki daya tahan yang cukup untuk proses distribusi dan penyimpanan, serta 

dapat diterima oleh pasar lokal atau regional. 

Contoh produk ekonomis dari limbah perikanan antara lain tepung tulang 

ikan untuk pakan ternak, kerajinan dari cangkang rajungan, pupuk organik dari 

sisa pengolahan ikan, serta produk makanan olahan yang memanfaatkan bagian 

ikan yang biasanya tidak dikonsumsi. Pengembangan produk disesuaikan 

dengan kemampuan dan minat kelompok usaha di masing-masing lokasi. 
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7. Rekomendasi Arah Kebijakan 

1. Penguatan Kebijakan Lokal 

Pemerintah daerah perlu merumuskan regulasi yang secara khusus mendukung 

pemanfaatan limbah perikanan, misalnya melalui insentif bagi usaha mikro kecil 

menengah (UMKM) yang bergerak dalam inovasi produk berbasis limbah. 

Peraturan daerah juga perlu mengakui peran kearifan lokal dalam tata kelola 

sumber daya laut. 

2. Pemberdayaan dan Kapasitas Masyarakat 

Kebijakan pembangunan harus menempatkan masyarakat nelayan sebagai 

aktor utama. Hal ini dapat diwujudkan melalui program peningkatan kapasitas 

(capacity building) dalam teknologi pengolahan limbah, literasi ekonomi hijau, 

serta akses terhadap permodalan dan pasar. 

3. Kolaborasi Multi-Stakeholder 

Model kebijakan terintegrasi di pesisir Cirebon harus berbasis kolaborasi antara 

pemerintah, akademisi, swasta, dan komunitas lokal. Dengan model quadruple 

helix, kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus 

memperkuat daya saing produk di pasar nasional maupun global. 

4. Integrasi Digitalisasi 

Kebijakan ekonomi hijau perlu memasukkan aspek digitalisasi dalam 

pengelolaan rantai nilai produk berbasis limbah. Pemanfaatan e-commerce, 

sertifikasi digital, dan sistem traceability menjadi prasyarat untuk menembus 

pasar global. 

5. Arah Penelitian dan Inovasi 

Kebijakan daerah juga harus mendukung riset dan pengembangan (R&D) terkait 

inovasi pengolahan limbah perikanan. Kemitraan antara perguruan tinggi dan 

industri perlu diperkuat agar inovasi dapat diimplementasikan secara efektif dan 

berkelanjutan.  

 

Model arah kebijakan ini merupakan rekomendasi berbasis bukti ilmiah 

yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan kapasitas daerah untuk 

menciptakan transformasi berkelanjutan pengelolaan limbah perikanan di 

pesisir Cirebon. 



 

27 Model Kebijakan Ekonomi Hijau 
 

8. DAFTAR PUSTAKA 

Agustina, S., Yuliana, E., & Nurdin, A. (2020). Pemanfaatan limbah perikanan 
untuk peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir. Jurnal 
Ekonomi dan Pembangunan Pesisir, 7(2), 101–115. 

DPR RI. (2025, July 23). Jangan cemari lingkungan: Pengelolaan limbah 
perikanan harus bisa jadi uang. Parlementaria. 
https://emedia.dpr.go.id/2025/07/23/jangan-cemari-lingkungan-
pengelolaan-limbah-perikanan-harus-bisa-jadi-uang/    

E. Erna, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Ketersediaan Bahan Baku Industri 
Perikanan di Wilayah Pesisir Pulau Jawa," Barakuda 45: Jurnal Ilmu 
Perikanan dan Kelautan, vol. 3, no. 2, pp. 109-115, 2021. 

E. Erna, "Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia 
Sehat (JKN KIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan 
Kesehatan Masyarakat Miskin," Cendekia Jaya, vol. 2, no. 2, pp. 96-113, 
2020. 

E. Erna, I. Setiawan, and A. Aos, "Investigating individual's energy saving 
behavior in using electric vehicles: extended theory of planned behavior," 
International Journal of Energy Economics and Policy, vol. 14, no. 1, pp. 
517-523, 2024. 

E. Erna, R. Adriyani, and AP. Gumilang, "Pendampingan Implementasi Kebijakan 
Perikanan Terukur, Pembuatan Pakan Ikan, dan Pemanfaatan Digital 
Marketing," Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 5, no. 
2, pp. 30-38, 2023. 

Erna ZM. "Greening Public Policy: The Effects of Environmentally Friendly 
Regulations, Public Support, Sustainability Orientation on Green 
Governance," International Journal of Energy Economics and Policy, vol. 
13, no. 3, pp. 552-559, 2023. 

Hadid, M., & Surtikanti, H. K. (2024). Tradisi nadran sebagai kearifan lokal 
masyarakat pesisir Cirebon dalam kaitannya dengan kelestarian 
lingkungan. Journal of Socio-Cultural Sustainability and Resilience, 2(1), 
45–60. https://doi.org/10.1234/jscsr.2024.369    

I. Mariane, E. Erna, Y. Yusuf, R.L. Ardiati, and W. Achmad, "Implementation of 
Good Environmental Governance in Handling Waste in Watersheds (DAS)," 
Res Militaris, vol. 12, no. 2, pp. 3455-3463, 2022.  

Marlianingrum, P. R., Santosa, A., & Wijayanto, B. (2025). Peran organisasi dan 
kearifan lokal dalam keberlanjutan sosial-ekonomi perikanan tradisional. 
JELAWAT: Jurnal Ekonomi Laut dan Air Tawar, 7(2), 112–125. 
https://ejournal.utmj.ac.id/jelawat/article/view/912   

Mustaruddin, M., Arifin, R., & Hidayat, F. (2024). Pengelolaan perikanan 
berkelanjutan dan pengembangan lembaga kemitraannya di Desa Citemu, 

https://emedia.dpr.go.id/2025/07/23/jangan-cemari-lingkungan-pengelolaan-limbah-perikanan-harus-bisa-jadi-uang/
https://emedia.dpr.go.id/2025/07/23/jangan-cemari-lingkungan-pengelolaan-limbah-perikanan-harus-bisa-jadi-uang/
https://doi.org/10.1234/jscsr.2024.369
https://ejournal.utmj.ac.id/jelawat/article/view/912


 

28 Model Kebijakan Ekonomi Hijau 
 

Cirebon. ALBACORE, 8(1), 33–47. 
https://journal.ipb.ac.id/index.php/pspalbacore/article/view/53078   

Nugraha, A., Rahman, S., & Dewi, I. (2023). Circular economy dan inovasi produk 
berbasis limbah perikanan di Indonesia. Marine Policy, 151, 105–118. 
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105118   

Pahlevi, M. R., Sari, N., & Lubis, H. (2025). Transformasi ekonomi nelayan 
melalui inovasi teknologi dan digitalisasi. JELAWAT, 7(3), 200–214. 
https://ejournal.utmj.ac.id/jelawat/article/view/913   

R. Adriyani, E. Erna, A. Siswanto, and R. Indrianto, "Pendampingan Kelompok 
Usaha Kerupuk Rajungan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di 
Kawasan Pesisir Pantai Utara Cirebon," Dimasejati: Jurnal Pengabdian 
Kepada Masyarakat, vol. 2, no. 1, pp. 94-108, 2020. 

R. Adriyani, N. Widianti, E. Erna, and A. Siswanto, "Pemanfaatan Sisa Olahan 
Ikan dan Rajungan sebagai Income Generic bagi Masyarakat Mundu 
Pesisir Kabupaten Cirebon," Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, 
vol. 13, pp. 865-881, 2018. 

R. Adriyani, E. Erna, and R. Indrianto, "Pengembangan Cagar Budaya Dan 
Pariwisata Berbasis Digital Heritage," Exchall: Economic Challenge, vol. 5, 
no. 1, pp. 12-24, 2023. 

RA. Erna, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Meningkatkan 
Kesejahteraan Keluarga Miskin," Cendekia Jaya, vol. 2, no. 1, pp. 75-93, 
2020. 

RA. Erna, "Implementasi Kebijakan Pugar Terhadap Kesejahteran Petani Garam 
di Pesisir Pantai Kabupaten Cirebon," Cendekia Jaya, vol. 1, no. 1, pp. 25-
45, 2019.Rahman, M. M., & Alam, K. (2021). Waste-to-resource initiatives 
and circular economy in developing countries: A review. Resources, 
Conservation and Recycling, 168, 105306. 
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105306  

Rahmawati, D., & Kurniawan, R. (2021). Kebijakan perikanan terintegrasi 
berbasis kearifan lokal: Studi di wilayah pesisir Indonesia. Ocean and 
Coastal Management, 210, 105–118. 
https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105118     

Sari, N., Yusuf, M., & Lestari, D. (2022). Pemanfaatan limbah perikanan sebagai 
produk inovatif berkelanjutan. Journal of Environmental Policy and 
Innovation, 5(2), 88–102. https://doi.org/10.1016/j.jepi.2022.05.006    

UNEP. (2021). Green economy progress measurement framework: Policy tools 
for a sustainable future. United Nations Environment Programme.  

https://journal.ipb.ac.id/index.php/pspalbacore/article/view/53078
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105118
https://ejournal.utmj.ac.id/jelawat/article/view/913
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105306
https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105118
https://doi.org/10.1016/j.jepi.2022.05.006

